BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014

al ‘iwlmm)x@m%‘ IK “tndonesia_INomor 30

ihdaki oleh
autentik,

Pasal 15 ayat (2) UUJN:
“Notaris berwenang pula:
a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal
surat dibawah tangan dengan mendaftar kedalam buku khusus;
b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam
buku khusus.

! Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, “ Lembaran Negara R.l Tahun
2014 Nomor.3



c. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan
yang memuat uraian sebagaiman ditulis dan digambarkan dalam
surat yang bersangkutan.

d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopi degan surat aslinya.

e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan
akta.

f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan

g. Membuat akta risalah lelang.

Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris adalah alat bukti yang

ecgpi | }tf@m%m&ﬁ [e;‘ga

ai subjek

an hukum

nasional,
fesi dalam

s y can
perlindungan dan jaminan de epastian hukum. Negara
Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 yang menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan

hukum bagi setiap warga negara. Ketentuan hukum tentang Perlindungan

2 Anhar Riadi, “T) injauan Yuridis Pemanggilan Notaris dalam Proses Peradilan”, Tesis
Program Pascasarjana Fakultas Hukum Gajah Mada, Yogyakarta, 2014, him 2 s.d 3



Hukum bagi Jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian
dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.’

ituangkan dalam Pasal 66

g Jabatan
i, penuntut
h (MPD)
rat yang

yimpanan

berkaitan

-

dalam penyimpanan Notaris pentingan proses peradilan, harus

terlebih dahulu memperoleh ijin secara tertulis dari Majelis Pengawas Daerah

® Widyatmoko, “Analisis Kritis Membedah Ketentuan Undang-Undang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004”, makalah dalam Seminar Nasional, diselenggarakan
Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 16 Januari
2014.

* Bisa dilihat dalam Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris, Pasal 66.



(selanjutnya disebut dan disingkat dengan MPD). Disamping itu dalam hal
pemanggilan Notaris sebagai saksi maupun tersangka dalam proses
pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim
berkaitan dengan akta yang dibuatnya, atau protokol Notaris yang berada

dalam penyimpanan Notaris, maka pihak Penyidik, Penuntut Umum maupun

Hakim harus terlebih dah Ihrgwxgef&“ juan dari MPD.?

-X/2012
sia karena
Undang-

Notaris,

'\‘._(-’,\, : ' _ SN
yang di ‘dlen gilan Notaris

ses pemeriksaan berkaitan dengan akta yang

untuk dihadirkan dalam suét’lj p

® Sutan Rachmat, “Perlindungan Hukum terhada Notaris Berdasarkan UUJN No. 30
Tahun 2004 ”, Pustaka llmu, Jakarta, 2009, him. 53

& M. Meyati, “Kajian Yuridis Pencabutan Pasal 66 ayat (1) UUJN Nomor.30 Tahun
2004 oleh Mahkamah Konstitusi (Putusan MK No0.49/PUU-X/2012) dan keluarnya Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,
terdapat dalam  situs  https://media.neliti.com/media/publications/14015-1D-kajian-yuridis-
pencabutan-pasal-66-ayat-1-uujn-no-30-tahun-2004-oleh-mahkamah-ko.pdf (terakhir kali
dikunjungi pada 8 Maret 2017, jam 07.00)



dibuatnya, yang berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tersebut di atas
harus memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah, sejak tanggal
28 Mei 2013 sudah tidak lagi membutuhkan persetujuan Majelis Pengawas
Daerah. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam mengambil akta dan

dokumen-dokumen _yacpstﬁrgialdﬂllgn v

panan_notaris atau protokol

LA

k sebagai

maupun

bersifat binding dan final.

7 .
Ibid.
& Mardianto Hasbi, “Mahkamah Konstitusi, Sebagai Peradilan Perundang-Undangan”,

Media llmu, Bandung, 2012, him. 14



Tetapi menjadi ironi karena dalam Pasal 66 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang disahkan pada tanggal
15 Januari 2014 dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 3, artinya lahir setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

49/PUU-X/2012 gal 0 ahi nculkan satu lembaga
yang e a rl
Pasal at -
um, atau
akim deng | ang:
urat yang
I . ris dalam
p
| berkaitan
e r a a dalam
emﬂ ! se ingkat dan
disebu MKN) Pengawas
Daeral otaris dan
penga k dan hakim.
Sebelun n 4 166 Undang-
SN J . H}y
Undang W}‘ is M ip dengan peran

MKN itu telah dihapuskan oleh onstitusi (MK) dengan Putusan MK

Nomor 49/PUU-X/2012 karena bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia.'°

? Bisa dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 66

0 zul Fadli, “Mungkinkah kewenangan Majelis Kehormatan Notaris akan mengalami
nasib serupa Majelis Pengawas Daerah diuji di Mahkamah Konstitusi? terdapat dalam situs :



Ada sedikit kerancuan ketika kita membaca Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014. Di dalam Pasal 1 kita tidak akan menemukan apa yang
dimaksud dengan Majelis Kehormatan Notaris, kita hanya bisa menemukan
apa yang dimaksud dengan Majelis Pengawas Notaris. Dalam Pasal 1 angka 6

dikatakan bahwa Majelis Pengawas Notaris (MPN) adalah suatu badan yang

SRS R

anakan pembinaan dan

ALAg

allis ini Kita

Nomor 7

rrrr

2 yang

terdapstﬁata. asa NREPU pdenesia Nomor

30 Tahun 2004 tentang Jabat yatakan bertentangan dengan

Pasal Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

http://medianotaris.com/melawan_putusan_mk_berita384.html, diakses terakhir kali pada hari
Senin Tanggal 24 April 2015 jam. 10.00 WIB
11 H
Ibid.,
12 peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Majelis Kehormatan Notaris.



(UUD 1945). Tepatnya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat
(1) Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan,

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum

dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan
itu dengan tid linya”y
,vaaﬁfgfef'ﬂ]g‘ﬁl\ll),u‘ AS

A ngan, dan

Majelis

alam proses

gai warga

sebagaimana nasib Majelis - yang telah sama-sama kita
ketahui. Karena kewenangan yang dimiliki Majelis Kehormatan Notaris
dalam menyetujui atau menolak pemanggilan Notaris dan pengambilan
fotokopi protokol Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim adalah

sama dengan apa yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Daerah yang telah

dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Ada semacam kesan perlawanan terhadap



putusan Mahkamah Konstitusi. Hal inilah yang membuat penulis tertarik
melakukan penelitian, dan membuat dalam satu tesis yang berjudul:
“TINJAUAN YURIDIS PEMANGGILAN NOTARIS SEHUBUNGAN
DENGAN AKTA ATAU PROTOKOL NOTARIS YANG BERADA

DALAM PENYIMPANAN NOTARIS OLEH APARAT PENEGAK

HUKUM (DITIN
NIV

i Manusia

atan Notaris dengan

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/ PUU-X/2012.
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris yang
dianut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, jo



Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016

tentang Majelis Kehormatan Notaris.

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan pokok permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahm dasar dikeluarkannya Pasal 66 pada Undang-Undang

o Keu ﬁ ‘\ or dhun 2012.
3. ’ bentuk 3 35 i

Rezim  Undang-Uni 2014 tentang

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tentang “Tinjauan Yuridis Pemanggilan Notaris
Sehubungan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam
Penyimpanan Notaris oleh Aparat Penegak Hukum (Ditinjau dari Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor. 49/PUU-X/ 2012 dan PERMENKUMHAM

Nomor 7 Tahun 2016)” ini diharapkan dapat memiliki kegunaan bagi ilmu

10



pengetahuan maupun pembangunan/masyarakat luas pada umumnya dan
Notaris pada khususnya. Dengan kata lain, penelitian ini diharapkan dapat

mempunyai kegunaan akademik maupun kegunaan praktis.

1. Kegunaan Akademik.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan-bahan informasi

arat Penegal

a ' q PENyId
&Ki berft® dap Blaksanaan
\ 3 erllndu leal sesuai

E. Keasljg'rz.7

UK
Pe;m

S. mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas

aurensius Arliman

dengan judul “Pemanggilan Notaris Dalam Proses Penegakkan Hukum Oleh
Hakim Terkait Akta Yang Dibuatnya Paska Perubahan Undang-Undang
Jabatan Notaris”, dengan permasalahan : (1) Bagaimana Dasar Munculnya

Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris dalam Undang-Undang Nomor 2

11



Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30
Tahun 2004. (2) Bagaimana Pemanggilan Notaris Terhadap Akta yang
Dibuatnya oleh Hakim Pasca Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris

Nomor 2 Tahun 2014.

Sedangkan Tesis ini berjudul “Tinjauan Yuridis Pemanggilan Notaris

Keputusan

Bagimana bentuk

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, jo Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

12



Dilihat dari judul dan kajian permasalahan tesis ini dengan skripsi yang
sebelumnya terdapat perbedaan dimana tesis terdahulu fokus membahas
tentang pemanggilan notaris oleh aparat penegak hukum dalam rangka akta
yang dibuatnya atau protokol penyimpanan akta, sedangkan tesis yang

penulis buat lebih menitik beratkan kepada proses Harmonisasi Hukum,

setelah Pasal 66 004 di nyatakan tidak
berla i Nomor
49/P
F. Kera
sepsional
yang i. Hal ini
dituj ian f/ang akan

g-Hiukum Pidana

an semboyan yang
berbunyi nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali, yang
artinya tidak ada tindak pidana, tidak ada hukuman, kecuali ada

undang-undang terlebih dahulu.*®* Dengan kalimat lain, bahwa

perbuatan pidana tidak dapat dihukum, bilamana tidak ada undang-

¥ Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2013,
him.237

13



undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Adagium itu tercantum
dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang
menyatakan: “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana, kecuali
berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang

telah ada sebelumnya”.**

TIRAVIERS SN Bidepe o

dikenal dalam dunia Itu conviction intime atau teori
pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata, conviction
rasionnee atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam

batas-batas tertentu atas alasan yang logis, positif wettelijk

¥ Andi Amzah, KUHP dan KUHAP Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta, 2007, him. 3
15 Alfitra, “Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di
Indonesia, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2011, him. 28

14



bewijstheorie atau teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada
alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara
positif, dan negatief wettelijk bewijstheorie atau teori  pembuktian
berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam

undang-undang secara negatif.

ony qtlig—t] wﬂl%ShTﬂéubNﬂwim«

2mberikan
putusan
a dalam
ukti  suatu
ti nurani,

putusan.

'i.c.. 7‘ l' s\

J an ke an a s
2) Convicti asionries tian  Berdasarkan

Keyakinan Hakim Dalam Batas-Batas Tertentu Atas Alasan Yang
Logis
Sistem pembuktian conviction rasionnee adalah sistem pembuktian

yang tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim

1% Rusli Muhammad, “Hukum Acara Pidana Kotemporer”, Bandung, Citra Aditya Bakti,
2007, him.186 s.d 187

15



didasarkan pada alasan-alasan (reasoning) yang rasional. Dalam
sistem ini hakim tidak dapat lagi memiliki kebebasan untuk
menentukan keyakinannya, tetapi keyakinannya harus diikuti
dengan alasan-alasan yang reasonable yakni alasan yang dapat

diterima oleh akal pikiran yang menjadi dasar keyakinannya itu. *’

3) Positif Nltt\e}lﬁ &@'f’f%g'& eori.Pembuktian yang hanya
U 1

tidaknya kesalah-z;{se orang, keyakinan hakim harus dihindari dan
tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan

kesalahan seseorang.®

7 Ipid,
18 |bid, him. 190

16



4) Negatief  Wettelijk  Bewijstheorie Atau Teori  Pembuktian
Berdasarkan Keyakinan Hakim yang timbul dari Alat-Alat Bukti
dalam Undang-Undang Secara Negatif.

Pembuktian negatief  wettelijk bewijstheorie atau  pembuktian
berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang

o lge},ﬂﬁgglaﬁkgga}\ i “yang.dicantumkan di dalam
; engg 3 Bvaldnan®naki

JSekalipun

terbatas
ang. Sistem
menurut
menurut

disebut

surat yang menyerupai akta autentik sebagai akta autentik sampai
seseorang berhasil membuktikan bahwa misalnya tanda tangan
surat tersebut dipalsukan. Dengan demikian diketahui bila syarat-

syarat formal diragukan kebenarannya oleh pihak lawan, dia dapat

19 |bid, him. 187

17



minta kepada pengadilan untuk meneliti akta tersebut berdasarkan
bukti-bukti yang dikemukakan oleh pihak lawan dan selanjutnya
majelis hakim memutuskan apakah akta otentik itu boleh

digunakan sebagai bukti atau tidak dalam perkara.?

2) Kekuatan Pembuktian Formil menurut (Abdul Kadir Muhammad)

e e e . e -;_.\—h\
adalah: kekuatan bukti yang berkenaan soal kebenaran peristiwa

e,y el ] |

yang disebutkan dalam akta tersebut. Jadi segala keterangan yang
) gi——

diberikan penandatangan dalam akta tersebut dianggap benar

-

sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki oleh yang

lbersangkutan.

l Kekuatan Pembuktfan

JRIRY

Muhamamad) yaitu: : : lghgan soal

.‘r ormil ini

rdata.?

Materil  menurut  (Abdul  Kadir

penar yang diterapk

1) Singkronisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia :
kata sinkron berarti terjadi atau berlaku pada waktu yang sama ;

serentak ; sejalan ; sejajar ; sesuai ; selaras. Sehubungan dengan

20 |bid.
1 |bid.
22 |bid.

18



judul  penelitian ini, kata sinkronisasi berarti  perihal

menyinkronkan, penyerentakan.?

2) Singkronisasi menurut Endang Sumiarni:
Sinkronisasi yang dimaksud adalah dengan melihat kesesuaian atau

keselarasan peraturan perundang-undangan secara vertikal

\SEETS IS SUAN oy

i 0 peraturan
: asi§ peraturan

antara peraturan

g-Undang
bentukan

onisasian,

: ) d' g-Undang
alat kelengkapan DPR

yang khusus menangani bidang legislasi.

2 Kamus Besar Bahasa Indonesia  Online terdapat  dalam  situs

http://kbbi.kata.web.id/sinkronisasi/ (diakses terakhir kali pada tanggal 08 Maret 2017, jam 10.13

2 Endang Sumiarni, Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik, Yogyakarta, 2013.
him.5

19



4)

Harmonisasi dalam hukum menurut L.M Ghandi:
Harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian
peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan

hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan

peningak

NIV

mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum.26

% .M. Ghandi, Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Responsif, ditemukan dalam situs
https://fauzieandpartners.wordpress.com/2009/12/11/harmonisasi-hukum/ (terakhir kali dikunjungi
pada 8 Maret 2017).

% | bid.

20



2. Kerangka Konseptual.

a. Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis berasal dari dua kata yaitu Tinjauan dan Yuridis.

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:?’

dari kata

a) datang

ata. “‘notarius”
~orang Romawi di
mana tugasnya menjalankan pekerjaan menulis atau orang-orangyang
membuat catatan pidato yang diucapakan Cato dalam senat Romawi

pada masa itu. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun

27 Kamus Besar Bahasa Indonesia online, terdapat dalam situs http://kbbi.web.id/yuridis
(diakses terakhir kali Tanggal 08 Maret 2017, jam 10.18).

28 |bid.
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2004 tentang Jabatan Notaris, maka pengertian dari Notaris diatur
dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) (Stb.1860:3), yang telah
merumuskan pengertian Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam
pasal 1, yang berbunyi sebagai berikut:*

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang

untuk membuat akta otentik mengenal semua perbuatan,
perjanjian 3 aruskan oleh suatu

p(,rqﬂ e

T s '_‘-t.
untuk membuat akta otel gan lain yang diatur oleh

Undang-Undang Jabatan Notaris.
Memperhatikan uraian Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris,

dapat dijelaskan bahwa Notaris adalah :

29 Anke Dwi Saputro, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang,
PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008, him 40 s.d 41

22



1) Pejabat umum

2) Berwenang membuat akta

3) Otentik

4) Ditentukan oleh undang-undang

d. Akta

Para pihak,

kebenaran

Jut, sehingga

L * » . . ..\
i gan tersebut

otentik.

2) Akta Resmi (Otentik)
Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)

menyebutkan bahwa “akta otentik™ ialah suatu akta yang di dalam

23



bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di
hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di
tempat di mana akta dibuatnya. Arti akta otentik mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dapat pula ditentukan
bahwa siapa pun terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa

n-putusan pengadilan yang

JALAg

pkan arsip

Protokol

6) Buku daftar protes

7) Buku daftar lainnya yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
Jika Notaris meninggal dunia, maka Protokol Notaris akan

diserahkan kepada notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas

24



Daerah yang dilakukan oleh ahli warisnya Notaris yang meninggal
tesebut. Bila Notaris meninggal dunia saat menjalankan cuti maka
Notaris Pengganti diwajibkan untuk menyerahkan Protokol Notaris
kepada Majelis Pengawas Daerah.

f. Penyimpanan Notaris

R

Pasal 63 ayat

Ul\'

ebenarnya sudah mengatur

ALA

sosial berstruktur dl suatu kera gka nilai yang relevan. Sedangkan
penegak hukum diartikan sebagai petugas yang berhubungan dengan
masalah peradilan. Berdasarkan arti Lembaga dan Penegak Hukum

tersebut, maka Lembaga Penegak Hukum dapat diartikan sebagai

25


http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/
http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/

organisasi dari petugas-petugas yang berhubungan dengan masalah

peradilan.

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu

arhads AE perambah ‘pergdidhyal manlisia, maka
tata cara

“ nelitian.*

a yang diteliti pada

ai.dan Metog
arkan perumusan.m all maka jenis
an tesis ini

atif (legal

doktrinal. Pada penelitian ' acap kali hukum dikonsepkan
sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in
books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang

merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas. Metode

% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Ul Press, 1986), him.6.
%! 1bid, him. 43.

26



pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan harmonisasi
hukum, yaitu merupakan penelaahan yang menggunakan dua atau lebih
sistem hukum yang dikaitkan satu dengan yang lain, manakah yang
mengatur khusus dan mana yang mengatur umum.

2. Spesifikasi Penelitian

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuat

mengikat secara yuridis, yaitu:

% Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Cet. 8, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992,
him. 207.

® Jrawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang
Kesejahteraan Sosial Lainnya, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1999), him

27



1) Undang-Undang Dasar 1945;

2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan
Notaris;

3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris

4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7

terhadap memenuhi pem enegak Hukum tehadap akta
atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris, dengan
demikian diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-

permasalahan yang diteliti.
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H. Tinjauan Pustaka

Untuk dapat memberikan gambaran yang komprehensif, maka penyusunan
hasil penelitian perlu dilakukan secara runtut dan sistematis sebagai berikut:
Bab |1 : PENDAHULUAN, merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara

lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat oe- ﬂrbk@ﬁl’éﬁ{iﬁwﬂgﬁ Jetode

ti ‘— Q.
Bab Il : . A

penelitian, serta

@ori umum

an dalam

Bab 111 : O @ mengenai

Notaris

----- ada Dalam

Pe'nlyo Ditinjau Dari
~ENrn

Putusan -X/2012 Dan

PERMENKUMHAM Nomor 7 Tahun 2016), dengan demikian diperoleh
gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang

diteliti.
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Bab

IV : PENUTUP, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan
pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan, serta saran dari

penulis.

U,J,'VBRSITXS'"ANDAL AS
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